
1 PP No. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN 1
2 PERMENLHK NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

3

1
2
3

SOP.1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.1/3/2023

13 Maret 2023

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :
MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

KOMPUTER

Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 
menyajikan data

HAK AKSES SI-RPBBI

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

-

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

ATK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGELOLAAN HASIL HUTAN

    Nama SOP

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA PROSES DATA DAN INFORMASI
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN TIDAK BERJALAN DENGAN
MAKSIMAL.

DICATAT SEBAGAI DOKUMEN MANUAL DAN ELEKTRONIK

LHK-04 UPT.F.1 FASILITASI DAN PEMINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA 



KEPALA BALAI KEPALA SEKSI 
PEPHPHL

JF 
PEH/PELAKSAN

A
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEPHPHL UNTUK 
PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGELOLAAN HASIL HUTAN

P

Alat :
- Komputer, Jaringan Internet
Bahan :
- SI-RPBBI, SI-PUHH, SIGANISHUT, 
SILK, Peraturan

0.5 JAM

DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
HASIL PENYIAPAN DATA DAN 
INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA 
PENGELOLAAN HASIL HUTAN

2 B MEMERINTAHKAN JF PEH/PELAKSANA UNTUK 
MENYIAPKAN ALAT DAN BAHAN

P □
DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
HASIL PENYIAPAN DATA DAN 
INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA 
PENGELOLAAN HASIL HUTAN

0.5 JAM
DISPOSISI KEPALA SEKSI PEPHPHL, 
TERKAIT HASIL PENYIAPAN ALAT 
DAN BAHAN

3 C

MENGUMPULKAN DAN MENYAJIKAN DATA 
INFORMASI PBPHH MELALUI APLIKASI SIRPBBI, 
SIPUHH, SIGANISHUT, SILK  DAN MENYAMPAIKAN 
KEPADA KEPALA SEKSI PEPHPHL

P □
DISPOSISI KEPALA SEKSI PEPHPHL, 
TERKAIT HASIL PENYIAPAN ALAT 
DAN BAHAN

2 JAM
CATATAN HASIL PENGUMPULAN 
DAN PENYAJIAN DATA INFORMASI 
PBPHH

4 B
MENYAMPAIKAN DATA DAN INFORMASI KINERJA 
PBPHH KEPADA KEPALA SEKSI

P □
CATATAN HASIL PENGUMPULAN 
DAN PENYAJIAN DATA INFORMASI 
PBPHH

1 JAM
CATATAN HASIL KINERJA PBPHH 
YANG SUDAH DIPARAF KEPALA 
SEKSI P3HPHL

5 C

MENGEVALUASI DATA DAN INFORMASI PBPHH. JIKA 
DATA DIRASA KURANG ATAU ADA YANG PERLU 
DIPERBAIKI MAKA KEPALA SEKSI MENGEMBALIKAN 
KEPADA STAF/JF UNTUK DIPERBAIKI.

P □
CATATAN HASIL KINERJA PBPHH 
YANG SUDAH DIPARAF KEPALA 
SEKSI P3HPHL

2 JAM
HASIL MENGEVALUASI DATA 
KINERJA DAN INFORMASI PBPHH.

6 JAM

6 JAMTotal waktu

KODE

PELAKSANA

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN (P) Proses  /
(K) Keputusan 



1 PP No. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN 1
2 PERMENLHK NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

3

1
2
3

ATK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PENYUSUNAN BAHAN FASILITASI DAN 
PEMBINAAN TEKNIS

    Nama SOP

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA PROSES DATA DAN INFORMASI
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN TIDAK BERJALAN DENGAN
MAKSIMAL.

DICATAT SEBAGAI DOKUMEN MANUAL DAN ELEKTRONIK

LHK-04 UPT.F.1 FASILITASI DAN PEMINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA 

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

-

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.2/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.1/3/2023

13 Maret 2023

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :
MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

KOMPUTER

MEMILIKI KEMAMPUAN UNTUK MENGUMPULKAN, MENGOLAH, MENGANALISA DAN 
MENYAJIKAN DATA

HAK AKSES SI-RPBBI

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan



KEPALA BALAI KEPALA SEKSI 
P3HPHL

JF 
PEH/PELAKSAN

A
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A

MENUGASKAN STAF/JF/PELAKSANA UNTUK 
MENYUSUN BAHAN FASILITASI DAN PEMBINAAN 
TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL 
HUTAN

P

Alat :
- Komputer, Jaringan Internet
Bahan :
- SI-RPBBI, SI-PUHH, SIGANISHUT, 
SILK, Peraturan

0.5 JAM
DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
HASIL PENYIAPAN BAHAN DAN 
FASILITASI BIMTEK PBPHH

2 B

MENDAPATKAN LAPORAN BAHAN FASILITASI DAN 
PEMBINAAN TEKNIS TENTANG PERIZINAN 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG TELAH SIAP 
DIOLAH

P □
DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
HASIL PENYIAPAN BAHAN DAN 
FASILITASI BIMTEK PBPHH

0.5 JAM
DISPOSISI KEPALA SEKSI PEPHPHL, 
TERKAIT HASIL PENYIAPAN BAHAN 
BIMTEK

3 C
MENGOLAH DAN MENGANALISIS BAHAN FASILITASI 
DAN PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN PENGOLAHAN 
HASIL HUTAN 

P □
DISPOSISI KEPALA SEKSI PEPHPHL, 
TERKAIT HASIL PENYIAPAN BAHAN 
BIMTEK

2 JAM CATATAN HASIL ANAISA BAHAN 
DAN FASILITASI BIMTEK PBPHH

4 B
MENYUSUN BAHAN DAN FASILITASI SERTA 
PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL 
HUTAN 

P □ CATATAN HASIL ANAISA BAHAN 
DAN FASILITASI BIMTEK PBPHH

1 JAM
DRAF LAPORAN BAHAN FASILITASI 
BIMTEK PBPHH

5 C
MENYAMPAIKAN BAHAN FASILITASI DAN PEMBINAAN 
TEKNIS PERIZINAN PENGOLAHAN HASIL HUTAN KE 
KEPALA SEKSI

P □ DRAF LAPORAN BAHAN FASILITASI 
BIMTEK PBPHHL

2 JAM LAPORAN BAHAN FASILITASI 
BIMTEK PBPHH.

6 JAM

6 JAM

MUTU BAKU

KEGIATAN (P) Proses  /
(K) Keputusan 

Total waktu

KODE

PELAKSANA

KETERANGANNo



1 PP No. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN 1
2 PERMENLHK NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

3

1
2
3

ATK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PENYAMPAIAN RENCANA PEMBINAAA TEKNIS 
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL 

HUTAN
    Nama SOP

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA PROSES DATA DAN INFORMASI
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN TIDAK BERJALAN DENGAN
MAKSIMAL.

DICATAT SEBAGAI DOKUMEN MANUAL DAN ELEKTRONIK

LHK-04 UPT.F.1 FASILITASI DAN PEMINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA 

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

-

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.1/3/2023

13 Maret 2023

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :
MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

KOMPUTER

Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 
menyajikan data

HAK AKSES SI-RPBBI

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan



KEPALA BALAI KEPALA SEKSI 
P3HPHL

JF 
PEH/PELAKSAN

A
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
MENUGASKAN STAF/JF/PELAKSANA UNTUK 
PENYAMPAIAN RENCANA PEMBINAAN TEKNIS 
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

P

Alat :
- Komputer, Jaringan Internet
Bahan :
- SI-RPBBI, SI-PUHH, SIGANISHUT, 
SILK, Peraturan

0.5 JAM
DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
HASIL PENYIAPAN BAHAN DAN 
FASILITASI BIMTEK PBPHH

2 B

MENDAPATKAN LAPORAN BAHAN FASILITASI DAN 
PEMBINAAN TEKNIS TENTANG PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG TELAH SIAP 
DIOLAH

P □
DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
HASIL PENYIAPAN BAHAN DAN 
FASILITASI BIMTEK PBPHH

0.5 JAM
DISPOSISI KEPALA SEKSI PEPHPHL, 
TERKAIT HASIL PENYIAPAN BAHAN 
BIMTEK

3 C
MENGAOLAH DAN MENGANALISIS BAHAN FASILITASI 
DAN PEMBINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

P □
DISPOSISI KEPALA SEKSI PEPHPHL, 
TERKAIT HASIL PENYIAPAN BAHAN 
BIMTEK

2 JAM CATATAN HASIL ANAISA BAHAN 
DAN FASILITASI BIMTEK PBPHH

4 B
Menyusun bahan fasilitasi dan pembinaan teknis 
perizinan berusaha hasil hutan P □ CATATAN HASIL ANAISA BAHAN 

DAN FASILITASI BIMTEK PBPHH
1 JAM

DRAF LAPORAN BAHAN FASILITASI 
BIMTEK PBPHH

5 C
MENYAMPAIKAN BAHAN FASILITASI DAN PEMBINAAN 
TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL 
HUTAN KE KEPALA SEKSI

P □ DRAF LAPORAN BAHAN FASILITASI 
BIMTEK PBPHHL

2 JAM LAPORAN BAHAN FASILITASI 
BIMTEK PBPHH.

6 JAM

6 JAM

MUTU BAKU

KEGIATAN (P) Proses  /
(K) Keputusan 

Total waktu

KODE

PELAKSANA

KETERANGANNo



1 PP No. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN 1
2 PERMENLHK NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

3

1
2
3

SOP.3/PHL/BPHL..XII/LHK-04.UPT.F.1/3/2023

13 Maret 2023

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :
MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

KOMPUTER

Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 
menyajikan data

HAK AKSES SI-RPBBI, SI-PUHH

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

-

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

ATK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PELAKSANAAN PEMBINAAA TEKNIS PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

    Nama SOP

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA PROSES DATA DAN INFORMASI
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN TIDAK BERJALAN DENGAN
MAKSIMAL.

DICATAT SEBAGAI DOKUMEN MANUAL DAN ELEKTRONIK

LHK-04 UPT.F.1 FASILITASI DAN PEMINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA 



KEPALA BALAI KEPALA SEKSI 
P3HPHL

JF 
PEH/PELAKSAN

A
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
MENUGASKAN STAF/JF/PELAKSANA UNTUK 
MEMBUAT RENCANA KERJA PEMBINAAN TEKNIS 
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

P

Alat :
- Komputer, Jaringan Internet
Bahan :
- SI-RPBBI, SI-PUHH, SIGANISHUT, 
SILK, Peraturan

5 JAM DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
RENCANA KERJA  BIMTEK PBPHH

2 B
MENGAJUKAN RENCANA KERJA PEMBINAAN TEKNIS 
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN 
BAIK SECARA MEETING DAN LAPANGAN KE UM.

P □ DISPOSISI KEPALA BALAI, CATATAN 
RENCANA KERJA  BIMTEK PBPHH

1 JAM
DISPOSISI KEPALA SEKSI P3HPHL, 
TERKAIT HASIL RENCANA KERJA 
BIMTEK PBPHH

3 C MENYUSUN DAN MENENTUKAN PANITIA/TIM 
PELAKSANA KEGIATAN BIMTEK PBPHH

P □
DISPOSISI KEPALA SEKSI P3HPHL, 
TERKAIT HASIL RENCANA KERJA 
BIMTEK PBPHH

2 JAM SURAT KEPUTUSAN PANTIA/TIM 
PELAKSANA BIMTEK PBPHH

4 B
MELAKSANAKAN KEGIATAN BIMTEK PBPHH DI 
MEETING DAN ATAU LAPANGAN (UM) P □ SURAT KEPUTUSAN PANTIA/TIM 

PELAKSANA BIMTEK PBPHH
25 JAM LAPORAN BIMTEK PBPHH

5 C MENYAMPAIKAN HASIL PELAKSANAAN BIMTEK 
KEPADA KEPALA BALAI

P □ LAPORAN HASIL BIMTEK PBPHHL 1 JAM LAPORAN HASIL DAN 
REKOMENDASI BIMTEK PBPHH.

34 JAM

34 JAMTotal waktu

KODE

PELAKSANA

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN (P) Proses  /
(K) Keputusan 



1 PP No. 23 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KEHUTANAN 1
2 PERMENLHK NO. 8 TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN

PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN
HUTAN DI HUTAN LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15
TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA MENTERI
KEHUTANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

3

1
2
3

ATK

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

MEMAHAMI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAA 
TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN 

HASIL HUTAN
    Nama SOP

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN, MAKA PROSES DATA DAN INFORMASI
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN TIDAK BERJALAN DENGAN
MAKSIMAL.

DICATAT SEBAGAI DOKUMEN MANUAL DAN ELEKTRONIK

LHK-04 UPT.F.1 FASILITASI DAN PEMINAAN TEKNIS PERIZINAN BERUSAHA 

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

-

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.1/3/2023

13 Maret 2023

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :
MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER

KOMPUTER

Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan 
menyajikan data

HAK AKSES SI-RPBBI, SI-PUHH

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan



KEPALA BALAI KEPALA SEKSI 
P3HPHL

JF 
PEH/PELAKSAN

A
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A

Menugaskan Staf/JF/PELAKSANA untuk menyiapkan 
hasil pelaksanaan penyusunan laporan 
kegiatanpembinaan teknis perizinan berusaha 
pengolahan hasil hutan

P

Alat :
- Komputer, Jaringan Internet
Bahan :
- SI-RPBBI, SI-PUHH, SIGANISHUT, 
SILK, Peraturan

1 JAM
DISPOSISI KEPALA BALAI, DRAF 
LAPORAN HASIL KEGIATAN  BIMTEK 
PBPHH

2 B
Mengolah dan melakukan analisis hasil pelaksanaan 
penyusunan laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan 
teknis PBPHH

P  □  
DISPOSISI KEPALA BALAI, DRAF 
LAPORAN HASIL KEGIATAN  BIMTEK 
PBPHH

4 JAM
DISPOSISI KEPALA SEKSI P3HPHL, 
TERKAIT LAPORAN HASIL BIMTEK 
PBPHH

3 C
MENYUSUN LAPORAN KEGIATAN PENYUSUNAN 
LAPORAN KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN 
TEKNIS PBPHH

P   □
DISPOSISI KEPALA SEKSI P3HPHL, 
TERKAIT LAPORAN HASIL BIMTEK 
PBPHH

4 JAM LAPORAN HASIL PELAKSANA 
BIMTEK PBPHH

4 B
MENYAMPAIKAN LAPORN HASIL PENYUSUNAN 
LAPORAN KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN 
TEKNIS PBPHH KE KEPALA BALAI

P  □  
LAPORAN HASIL PELAKSANA 
BIMTEK PBPHH 2 JAM LAPORAN BIMTEK PBPHH

5 C
Kepala Seksi menindaklanjuti laporan hasil 
penyusunan laporan kegiatan fasilitasi dan pembinaan 
teknis PBPHH

P   □ LAPORAN HASIL BIMTEK PBPHHL 1 JAM LAPORAN HASIL DAN 
REKOMENDASI BIMTEK PBPHH.

   12 JAM

12 JAM

MUTU BAKU

KEGIATAN (P) Proses  / 
(K) Keputusan 

Total waktu

KODE

PELAKSANA

KETERANGANNo



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Penyusunan Materi Supervisi 1
2 SOP Perencanaan Supervisi 2
3 SOP Pelaksanaan Supervisi 3
4 4

SOP.1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

Penyiapan data dan Informasi Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hutan

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Hak Akses SIRPBBPHH

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses Penyiapan data dan Informasi 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan tidak berjalan dengan maksimal

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 



Kepala Balai Kepala Seksi 
PEPHPHL

JF PEH / 
PELAKSANA

KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
Kepala Balai memberikan arahan penyusunan konsep 
SOP Penyiapan data dan Informasi Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hutan

Disposisi 1 Hari Draf/Catatan tentang SOP

2
Kepala Seksi memberikan arahan pembuatan draf 
Penyiapan data dan Informasi Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hutan

Disposisi 1 Hari Draf/Catatan tentang SOP

3 Persiapan Penyiapan data dan informasi Perizinan 
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan pada SIRPBBPHH P User SIRPBBPHH 1 Hari Laporan

4 Penyiapan data dan informasi Perizinan Berusaha 
Pengolahan Hasil Hutan pada SIRPBBPHH Data SIRPBBPHH 1 Hari Laporan

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  /

(K) Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Perencanaan Supervisi 1
2 SOP Pelaksanaan Supervisi 2
3 SOP Penyusunan Laporan 3
4 4

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Data dan Informasi yang Telah disusun

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan materi supervisi 
pada PBPHH tidak berjalan dengan maksimal tidak berjalan dengan maksimal

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 

Penyusunan Materi Supervisi

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP.2/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP



Kepala Balai
Kepala Seksi 

PEPHPHL
JF PEH / 

Pelaksana
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
Kepala Balai memberikan arahan penyusunan 
konsep SOP Penyusunan Materi Supervisi

1 Hari Notulensi

2
Kepala Seksi memberikan arahan Penyusunan 
Materi Supervisi    1 Hari Nota Dinas / SPT / SK

3
Penyusunan Materi Supervisi diserahkan kepada 
Kepala Seksi

P    Draft Materi Supervisi 1 Minggu Draft Materi Supervisi

4
Kepala Seksi Menerima dan Memeriksa Draft 
Materi Supervisi    Draft Materi Supervisi 1 Hari Draft Materi Supervisi

5
Kepala Balai Menerima dan Memeriksa Draft 
Materi Supervisi    Draft Materi Supervisi 1 hari Materi Supervisi

6 Mengarsipkan Materi Supervisi    Materi Supervisi 1 Hari Materi Supervisi

7    
   

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  / (K) 

Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Pelaksanaan Supervisi 1
2 SOP Penyusunan Laporan Supervisi 2
3 SOP Rekapitulasi Laporan Supervisi 3

4
5 Materi Supervisi Perzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Data dan Informasi yang Telah disusun

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelaksanaan supervisi pada 
PBPHH tidak akan terlaksana.

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 

Perencanaan Pelaksanaan Supervisi

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP.3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP



Kepala Balai
Kepala Seksi 

PEPHPHL
(Supervisi)

JF PEH / 
Pelaksana

KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
Kepala Balai Memberi Tugas Kepada Kepala Seksi 
untuk menjadi Supervisi Kegiatan

P 1 Hari SPT

2
Kepala Seksi Menerima Tugas dan Meneruskan 
Informasi Kepada TIM Pelaksana

P    SPT 1 Hari SPT

3
Kepala Seksi selaku Supervisi Memberi arahan 
untuk mengumpulkan data dan informasi unit 
manajemen terkait sebelum ke lapangan

P    SPT 1 Hari Data dan Informasi

4
Kepala Seksi Selaku Supervisi memeriksa data dan 
informasi yang dikumpulkan TIM pelaksana 
sebelum melaksanakan pemantauan

P    Data dan Informasi 1 Hari Data dan Informasi

7    
   

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  / (K) 

Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Penyusunan Laporan Supervisi 1
2 SOP Rekapitulasi Laporan Supervisi 2
3 SOP Penyampaian Rekapitulasi Laporan Supervisi 3

4
5 Materi Supervisi Perzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

SOP.4/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

Pelaksanaan Supervisi

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Data dan Informasi yang Telah disusun

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses pelaksanaan supervisi pada 
PBPHH tidak akan terlaksana.

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 



Kepala Balai
Kepala Seksi 

PEPHPHL
(Supervisi)

JF PEH / 
Pelaksana

KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
Supervisi kembali memberikan arahan kepada TIM 
Pelaksana terlebih dahulu sebelum melaksanakan 
pemantauan

P Materi Supervisi 1 Jam Notulensi

2
Tim Pelaksana melakukan pengambilan data 
dibawah arahan supervisi

P    Notulensi 1 Minggu Draft Data hasil pemantauan

3
Supervisi memeriksa terlebih dahulu data hasil 
pemantauan yang telah diambil oleh Tim 
pelaksana dari unit manajemen terkait

P    Draft Data hasil pemantauan 1 Jam Data Hasil Pemantauan

4
Tim Pelaksana menyusun Berita Acara 
Pemantauan yang diketauhui oleh Supervisi

P    Konsep Berita Acara 2 jam Berita Acara

Penandatangan Berita Acara Pemantauan oleh 
Unit Manajemen Terkait, Tim Pelaksana, dan 
Kepala Seksi selaku Supervisi

Berita Acara 30 Menit Berita Acara

7    
   

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  / (K) 

Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Rekapitulasi Laporan Supervisi 1
2 SOP Penyampaian Rekapitulasi Laporan Supervisi 2

3
4
5 Materi Supervisi Perzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Data dan Informasi yang Telah disusun

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyusunan laporan hasil 
supervisi pada PBPHH tidak akan terlaksana.

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 

Penyusunan Laporan Supervisi

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

SOP.5/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP



Kepala Balai
Kepala Seksi 

PEPHPHL
JF PEH / 

Pelaksana
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A

Tim Pelaksana melaporkan secara lisan hasil 
pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 
kepada kepala seksi yang menangani Perizinan 
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

P Data Hasil Pemantauan 1 Hari Catatan

2
Kepala Seksi memberikan arahan terhadap hasil 
Supervisi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

P    1 Hari Notulensi

3
Tim Pelaksana Menyusun Laporan Supervisi 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perizinan 
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

P    Draft Laporan 5 Hari Laporan

4

Tim Pelaksana Menyampaikan Laporan hasil 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Perizinan 
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan kepada Kepala 
Balai

P    Laporan 1 Hari Tanda Terima

7    
   

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  / (K) 

Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Penyampaian Rekapitulasi Laporan Supervisi 1
2
3
4
5 Materi Supervisi Perzinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

SOP.6/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

Rekapitulasi Laporan

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Data dan Informasi yang Telah disusun

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyampaian rekapitulasi 
laporan tidak terlaksana.

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 



Kepala Balai
Kepala Seksi 

PEPHPHL
JF PEH / 

Pelaksana
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
Menerima laporan hasil supervisi Perizinan 
Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

P Bahan Laporan 1 Hari

2
Membuat rekapitulasi laporan hasil supervisi 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan

P Catatan 5 Hari Draft Laporan

3
Menyampaikan rekapitulasi laporan hasil supervisi 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 
kepada Kepala Seksi

P Draft Laporan 1 Hari Laporan

4
Menyampaikan rekapitulasi laporan hasil supervisi 
Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan 
kepada Kepala Balai

P Laporan 1 Hari Tanda Terima

5

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  / (K)

Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 
tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan 

2
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 
2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan  Hidup 
dan Kehutanan

3
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 16 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan 
Lestari

4

Surat Sekertaris Direktorat Jenderal Nomor  
S.404/SET.5/KKOTL/PEG.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 perihal
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 
(SOP AP) Lingkup KLHK

1 SOP Pelaksanaan Supervisi 1
2
3
4
5 Laporan Supervisi

SOP.7/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.2/3/2023
   Tanggal Pembuatan 13 Maret 2023
   Tanggal Revisi -

   Nomor SOP

-

20 Maret 2023
KEPALA BALAI

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

   Revisi yang ke

   Tanggal Efektif
   Disahkan oleh

BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.
NIP. 19740504 199301 1 001

Penyampaian Rekapitulasi Laporan Supervisi

  DASAR HUKUM :    KUALIFIKASI PELAKSANA :

    Nama SOP

   PERINGATAN :    PENCATATAN DAN PENDATAAN :

1. Mengetahui mekanisme Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan
2. Mengetahui mekanisme Pengawasan melalui SI-RPBBPHH
3. Mengetahui dan memahami Peraturan terkait Rencana Kerja Operasional

Pengolahan Hasil Hutan
4. mengetahui mekanisme pelaksanaan kegiatan supervisi

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Peraturan Terkait
Daftar Unit Manajemen
Laptop
Data dan Informasi yang Telah disusun

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka proses penyampaian rekapitulasi 
laporan tidak terlaksana.

Disimpan dalam bentuk data manual dan elektronik 



Kepala Balai
Kepala Seksi 

PEPHPHL
JF PEH / 

Pelaksana
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
Kepala Balai memberi arahan agar rekapitulasi 
laporan segera disampaikan

P

2
Kepala seksi memberi arahan kepada pelaksana 
agar dibuatkan rapat expose penyampaian hasil 
rekapitulasi laporan

P 1 Hari Surat / Nota Dinas

3
Kepala seksi bersama pelaksana menyampaikan hasil 
rekapitulasi laporan kegiatan supervisi maupun 
pemantauan dan evaluasi

P Rekapitulasi laporan 1 Hari Notulensi

4
Hasil penyampaian rekapitulasi laporan diserahkan 
kepada kepala balai

P Notulensi 1 Hari Tanda Terima

5
Keseluruhan hasil rekapitulasi laporan kemudian 
diarsipkan Rekapitulasi laporan 1 hari Arsip

No KODE KEGIATAN
(P) Proses  / (K)

Keputusan 

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGAN



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP TABULASI DATA UMKM 1
2 2
3 3
4 4

DATA PBPHH

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL AKAN TERHAMBAT

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOP

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PENGUMPULAN DATA UMKM    Nama SOP

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

KOMPUTER/LAPTOP/PRINTER
ATK

   PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.3/3/2023 

13 Maret 2023

MAMPU MENGHIMPUN DATA UMKM BIDANG KEHUTANAN



KEPALA SEKSI 
PEPHPHL

JF PEH/ 
PELAKSANA

KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN PENGOLAH DATA/FUNGSIONAL 
PEH UNTUK MENGUMPULKAN DATA UMKM

DATA PBPHH 1 JAM NOTA DINAS

2

MENGUMPULKAN, MEMILAH DAN MENGHIMPUN 
DATA UMKM SERTA MENYERAHKAN KEPADA KEPALA 
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN 
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG  □ NOTA DINAS 5 JAM DATA UMKM

3 MEMERIKSA DATA UMKM ◊  DATA UMKM 1 JAM
DATA UMKM YANG TELAH 
DIPERIKSA

4 MENGARSIPKAN DATA UMKM   
DATA UMKM YANG TELAH 
DIPERIKSA

1 JAM ARSIP DATA UMKM

8 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 
IYA 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA UMKM 1
2 SOP PERENCANAAN VERIFIKASI UMKM 2
3 SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM 3
4 4

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.2/PHL/BPHl.XII/LHK-04.UPT.F.3/3/2023 

13 Maret 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

TABULASI DATA UMKM    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

KOMPUTER/LAPTOP/PRINTER
ATK

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

DATA UMKM

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MENGUASAI PENGGUNAAN APLIKASI MICROSOFT EXCEL

MAMPU MELAKUKAN TABULASI DATA UMKM

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :



KEPALA SEKSI 
PEPHPHL

JF PEH/ 
PELAKSANA

KEPALA BALAI KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN PELAKSANA UNTUK MELAKUKAN 
TABULASI DATA UMKM

DATA UMKM 1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

2

MENGOLAH DAN MENGANALISA DATA UMKM DALAM 
BENTUK TABULASI SERTA MENYERAHKAN KEPADA 
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

 □  
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

8 JAM TABULASI DATA UMKM

3
MEMERIKSA HASIL TABULASI DATA UMKM DAN 
MENYERAHKAN KEPADA KEPALA BALAI ◊   TABULASI DATA UMKM 2 JAM

TABULASI DATA UMKM YANG 
TELAH DIPERIKSA

4

MEMERIKSA HASIL TABULASI DATA UMKM DAN 
MENYERAHKAN KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG SEBAGAI BAHAN VERIFIKASI UMKM   ◊ TABULASI DATA UMKM YANG 

TELAH DIPERIKSA
1 JAM

TABULASI DATA UMKM YANG 
TELAH DIPERIKSA

5
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN HASIL TABULASI DATA UMKM □   

TABULASI DATA UMKM YANG 
TELAH DIPERIKSA

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

6 PEH MENGARSIPKAN TABULASI DATA UMKM    
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

1 JAM ARSIP TABULASI DATA UMKM

14 JAM

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 
IYA 

IYA 

TIDAK 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA UMKM 1
2 SOP TABULASI DATA UMKM 2
3 SOP PERENCANAAN VERIFIKASI UMKM 3
4 SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM 4

PERATURAN TERKAIT

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MEMAHAMI STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MAMPU BEKERJASAMA DAN BERKOORDINASI DENGAN PIHAK LAIN
MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT SVLK

ALAT KOMUNIKASI/TELPON/HANDPHONE
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.3/3/2023 

13 Maret 2023



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN 
DINAS KEHUTANAN

DATA UMKM 1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENYIAPKAN BAHAN, DATA DAN INFORMASI UNTUK 
KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN  □  

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

3

MENYIAPKAN DAN MENYERAHKAN BAHAN, DATA DAN 
INFORMASI UNTUK KOORDINASI DENGAN DINAS 
KEHUTANAN KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI   □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 

SEKSI
2 JAM BAHAN, DATA DAN INFORMASI

4
MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN DINAS 
KEHUTANAN DAN MENYAMPAIKAN HASIL KOORDINASI 
KEPADA KEPALA BALAI  ◊  BAHAN, DATA DAN INFORMASI 1 JAM LAPORAN HASIL KOORDINASI

5

MENERIMA LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN 
MEMEINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG UNTUK MENGARSIPKAN HASIL 
KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN

◊   LAPORAN HASIL KOORDINASI 1 JAM LAPORAN HASIL KOORDINASI

6
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN HASIL KOORDINASI DENGAN DINAS 
KEHUTANAN  □  LAPORAN HASIL KOORDINASI 1 JAM LAPORAN HASIL KOORDINASI

7
MENGARSIPKAN HASIL KOORDINASI DENGAN DINAS 
KEHUTANAN    LAPORAN HASIL KOORDINASI 1 JAM ARSIP LAPORAN HASIL KOORDINASI

8 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 

IYA 

TIDAK 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA UMKM 1
2 SOP TABULASI DATA UMKM 2
3 SOP KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN 3
4 SOP PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM 4

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.4/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.3/3/2023 

13 Maret 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PERENCANAAN VERIFIKASI UMKM    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

PERATURAN TERKAIT

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MAMPU MENYUSUN RENCANA VERIFIKASI UMKM

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN UNTUK MENYUSUN RENCANA VERIFIKASI 
UMKM

DATA UMKM DAN HASIL 
KOORDINASI 

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENYUSUN RENCANA VERIFIKASI UMKM □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 

BALAI
1 JAM

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

3

MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN RENCANA 
VERIFIKASI UMKM KEPADA KEPALA SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

6 JAM RENCANA VERIFIKASI UMKM

4
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN RENCANA 
VERIFIKASI UMKM KEPADA KEPALA BALAI ◊ RENCANA VERIFIKASI UMKM 2 JAM

RENCANA VERIFIKASI UMKM YANG 
TELAH DIKOREKSI

5

MEMERIKSA DAN MENYERAHKAN RENCANA 
VERIFIKASI UMKM KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG

◊ RENCANA VERIFIKASI UMKM YANG 
TELAH DIKOREKSI

1 JAM
RENCANA VERIFIKASI UMKM YANG 
TELAH DITANDATANGANI

6
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN RENCANA VERIFIKASI UMKM □ RENCANA VERIFIKASI UMKM YANG 

TELAH DITANDATANGANI
1 JAM

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

7 MENGARSIPKAN RENCANA VERIFIKASI UMKM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

1 JAM ARSIP RENCANA VERIFIKASI UMKM

13 JAM

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 

IYA 

TIDAK 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

5

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA UMKM 1
2 SOP TABULASI DATA UMKM 2
3 SOP KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN 3
4 SOP RENCANA VERIFIKASI UMKM 4

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

MAMPU MENGOPERASIKAN APLIKASI MAP

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.5-6/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.3/3/2023 

13 Maret 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM DAN 

PENYUSUNAN LAPORAN
    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

PERATURAN TERKAIT
RENCANA VERIFIKASI UMKM

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI OPERASIONAL UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN UNTUK MELAKSANAKAN VERIFIKASI UMKM

RENCANA VERIFIKASI UMKM 1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN USULAN TIM 
PELAKSANA VERIFIKASI UMKM KEPADA KEPALA BALAI □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 

BALAI
2 JAM USULAN TIM

3

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN USULAN TIM 
PELAKSANA VERIFIKASI UMKM KEPADA KEPALA SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI UNTUK DIBUATKAN SURAT TUGAS

□ USULAN TIM 1 JAM USULAN TIM YANG TELAH DIPARAF

4
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MEMBUAT KONSEP SURAT TUGAS PELAKSANAAN 
VERIFIKASI UMKM □ USULAN TIM YANG TELAH DIPARAF 1 JAM

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

5

MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM KEPALA SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

1 JAM KONSEP SURAT TUGAS

6
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM KEPADA 
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA ◊ KONSEP SURAT TUGAS 1 JAM

KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

7
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM KEPADA 
KEPALA BALAI ◊ KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 

DIPARAF
1 JAM

KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

◊ 8 JAM

8 JAM

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

 ◊ 8 JAM

8
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS 
PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM KEPADA KEPALA 
SBTU

◊
KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

1 JAM
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

SOP PERSURATAN

9
MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS PELAKSANAAN 
VERIFIKASI UMKM KEPADA PELAKSANA/JF PEH □

SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

1 JAM
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

10

MELAKSANAKAN VERIFIKASI UMKM, MENYUSUN DAN 
MENYAMPAIKAN LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG

□
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

20 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM

11
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM KEPADA BALAI ◊

LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM

2 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM YANG TELAH DIPERIKSA

12

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN VERIFIKASI UMKM KEPADA KEPALA 
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN 
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

◊
LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM YANG TELAH DIPERIKSA

14
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM

□
LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM YANG TELAH DIPERIKSA

□ 34 JAM

34 JAM

KEGIATAN

Total waktu

KETERANGANNo

MUTU BAKUPELAKSANA

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

IYA 

IYA 

IYA 



No

KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

□ 34 JAM

15
MENGARSIPKAN LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM □

LAPORAN PELAKSANAAN VERIFIKASI 
UMKM YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
ARSIP LAPORAN PELAKSANAAN 
VERIFIKASI UMKM 

35 JAM

KEGIATAN KETERANGAN

Total waktu

MUTU BAKUPELAKSANA



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP KOORDINASI MATERI 1
2 SOP PERENCANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 2
3 SOP PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 3
4 4

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.4/3/2023 

13 Maret 2023

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK
MAMPU MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

KOMPUTER/LAPTOP/PRINTER
ATK

   PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN 

KASITAS AKTOR SVLK
    Nama SOP

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

DATA HASIL  INVENTARISASI DAN VERIFIKASI UMKM

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK AKAN TERHAMBAT

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOP

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG UNTUK MELAKSANAKAN 
IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK

DATA HASIL INVENTARISASI DAN 
VERIFIKASI UMKM

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK  □  

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

3

MELAKUKAN IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK DAN MENYAMPAIKAN HASIL 
IDENTIFIKASI KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG

  □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

6 JAM
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK 

4
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN HASIL IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA BALAI  ◊  

HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK 

1 JAM
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

5

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN HASIL IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

◊   
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

1 JAM
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

6
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK  □  

HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

1 JAM
HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

7
MENGARSIPKAN HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK    

HASIL IDENTIFIKASI KEBUTUHAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

1 JAM
ARSIP HASIL IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK 

12 JAM

KEGIATAN

TOTAL WAKTU

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

TIDAK 

IYA 

IYA 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 1
2 SOP PERENCANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 2
3 SOP PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 3
4 4

DATA HASIL  IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK AKAN TERHAMBAT

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOP

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN

   KUALIFIKASI PELAKSANA :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

KOORDINASI MATERI    Nama SOP

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK
MAMPU MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

KOMPUTER/LAPTOP/PRINTER
ATK

   PERALATAN/PERLENGKAPAN :

  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

MAMPU MENGGUNAKAN APLIKASI POWERPOINT

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.2/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.4/3/2023 

13 Maret 2023



KEPALA SEKSI 
PEPHPHL

JF PEH/ 
PELAKSANA

KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH 
UNTUK MELAKUKAN KOORDINASI MATERI

DATA HASIL IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK 

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

2

PELAKSANA/JF PEH MELAKUKAN KOORDINASI MATERI 
DAN MENYAMPAIKAN KEPADA KEPALA SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG  □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 

SEKSI
1 JAM MATERI

3

KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG MEMERIKSA DAN MENYEMPAIKAN HASIL 
KOORDINASI MATERI KEPADA PELAKSANA/JF PEH

◊  MATERI 6 JAM MATERI YANG TELAH DIKOREKSI

4 MENGARSIPKAN HASIL KOORDINASI MATERI   MATERI YANG TELAH DIKOREKSI 1 JAM ARSIP MATERI

12 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

TOTAL WAKTU

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 1
2 SOP KOORDINASI MATERI 2
3 SOP PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 3
4 4

PERATURAN TERKAIT

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK AKAN TERHAMBAT

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

MAMPU MENYUSUN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
PERENCANAAN PENINGKATAN KAPASITAS 

AKTOR SVLK
    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK
MAMPU MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA HASIL  IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.4/3/2023 

13 Maret 2023



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN UNTUK MENYUSUN RENCANA PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK

DATA HASIL  IDENTIFIKASI 
KEBUTUHAN PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENYUSUN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK  □  

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

3

MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN RENCANA 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK KEPADA 
KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

  □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

6 JAM
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK

4
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN RENCANA 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK KEPADA 
KEPALA BALAI  ◊  

RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK

2 JAM
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

5

MEMERIKSA DAN MENYERAHKAN RENCANA 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK KEPALA SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

◊   
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK YANG TELAH DIKOREKSI

1 JAM
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK YANG TELAH 
DITANDATANGANI

6
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK  □  

RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK YANG TELAH 
DITANDATANGANI

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

7
MENGARSIPKAN RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK    

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

1 JAM
ARSIP RENCANA PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK

13 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 

IYA 

TIDAK 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

5

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP IDENTIFIKASI KEBUTUHAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 1
2 SOP KOORDINASI MATERI 2
3 SOP PERENCANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 3
4 4

PERATURAN TERKAIT
RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK AKAN TERHAMBAT

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MENGUASAI MATERI PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 

SVLK DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEGIATAN
    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.4-5/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.4/3/2023 

13 Maret 2023



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN UNTUK MELAKSANAKAN PENINGKATAN 
KAPASITAS AKTOR SVLK

RENCANA PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN USULAN TIM 
PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA BALAI □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 

BALAI
2 JAM USULAN TIM

3

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN USULAN TIM 
PELAKSANA PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI UNTUK DIBUATKAN 
SURAT TUGAS

□ USULAN TIM 1 JAM USULAN TIM YANG TELAH DIPARAF

4
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MEMBUAT KONSEP SURAT TUGAS PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK □ USULAN TIM YANG TELAH DIPARAF 1 JAM

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

5

MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

1 JAM KONSEP SURAT TUGAS

6

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK KEPADA KEPALA SUB BAGIAN TATA 
USAHA

◊ KONSEP SURAT TUGAS 1 JAM
KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

7
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS 
AKTOR SVLK KEPADA KEPALA BALAI ◊ KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 

DIPARAF
1 JAM

KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

◊ 8 JAM

8 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

 ◊ 8 JAM

8
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS 
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA SBTU

◊
KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

1 JAM
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

SOP PERSURATAN

9
MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK KEPADA 
PELAKSANA/JF PEH

□
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

1 JAM
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

10

MELAKSANAKAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK, MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

□
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

20 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK

11
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA BALAI

◊
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK

2 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIPERIKSA

12

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK 
KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

◊
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIPERIKSA

14
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK

□
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIPERIKSA

□ 34 JAM

34 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKUPELAKSANA

KEGIATAN

Total waktu

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

IYA 

IYA 

IYA 



No

KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

 □   34 JAM

15
MENGARSIPKAN LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR SVLK   □  

LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
ARSIP LAPORAN PELAKSANAAN 
PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK

35 JAM

PELAKSANA

KETERANGAN

Total waktu

MUTU BAKU

KEGIATAN



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2

UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 
PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PRAKONDISI DENGAN PBPHH 1
2 SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN 2
3 SOP PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN 3
4 4

DATA PBPH/PBPHH
DATA HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI UMKM

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PEMANTAUAN SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM AKAN 

TERHAMBAT

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOP

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN

ATK

   PERALATAN/PERLENGKAPAN :
KOMPUTER/LAPTOP/PRINTER

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

NIP. 19740504 199301 1 001

PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI    Nama SOP

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.

MAMPU MENGOPERASIKAN KOMPUTER/LAPTOP

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

SOP.1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.5/3/2023 

13 Maret 2023

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI
BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII



KEPALA SEKSI 
PEPHPHL

JF PEH/ 
PELAKSANA

KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN PENGOLAH DATA/FUNGSIONAL 
PEH UNTUK MENGUMPULKAN DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM

DATA PBPHH DAN HASIL 
INVENTARISASI DAN VERIFIKASI 
UMKM

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

2

MENGUMPULKAN, MEMILAH DAN MENGHIMPUN 
DATA DAN INFORMASI SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK 
BAGI UMKM SERTA MENYERAHKAN KEPADA KEPALA 
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN 
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

 □ NOTA DINAS 5 JAM
DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI 
UMKM

3
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN DATA DAN 
INFORMASI SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM 
KEPADA PELAKSANA/JF PEH ◊  

DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI 
UMKM

1 JAM
DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI 
UMKMYANG TELAH DIPERIKSA

4
MENGARSIPKAN DATA DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM   

DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI 
UMKMYANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM
ARSIP DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI 
UMKM

8 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 
IYA 



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 1
2 SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN 2
3 SOP PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN 3
4 4

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.2/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.5/3/2023 

13 Maret 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PRAKONDISI DENGAN PBPHH    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

PERATURAN TERKAIT
DATA HASIL INVENTARISASI DAN VERIFIKASI UMKM

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PEMANTAUAN SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN UNTUK MELAKSANAKAN PRAKONDISI PBPHH

DATA DAN INFORMASI 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI 
UMKM

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN USULAN TIM 
PELAKSANA PRAKONDISI PBPHH KEPADA KEPALA BALAI  □   

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2 JAM USULAN TIM

3

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN USULAN TIM 
PELAKSANA PRAKONDISI PBPHH KEPADA KEPALA SEKSI 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN 
PRODUKSI UNTUK DIBUATKAN SURAT TUGAS

□    USULAN TIM 1 JAM USULAN TIM YANG TELAH DIPARAF

4
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MEMBUAT KONSEP SURAT TUGAS PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH  □   USULAN TIM YANG TELAH DIPARAF 1 JAM

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

5

MEMBUAT DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPALA 
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN 
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG   □  

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

1 JAM KONSEP SURAT TUGAS

6
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPADA 
KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA  ◊   KONSEP SURAT TUGAS 1 JAM

KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

7
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN KONSEP SURAT 
TUGAS PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPADA 
KEPALA BALAI    ◊ KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 

DIPARAF
1 JAM

KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

   ◊ 8 JAM

8 JAM

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

 ◊ 8 JAM

8
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS 
PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPADA KEPALA 
SBTU

◊
KONSEP SURAT TUGAS YANG TELAH 
DIPARAF

1 JAM
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

SOP PERSURATAN

9
MENYAMPAIKAN SURAT TUGAS PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH KEPADA PELAKSANA/JF PEH □

SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

1 JAM
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

10

MELAKSANAKAN PENINGKATAN KAPASITAS AKTOR 
SVLK, MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPADA KEPALA 
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN 
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

□
SURAT TUGAS YANG TELAH 
DITANDATANGANI

20 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH

11
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPADA BALAI ◊

LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH

2 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH  YANG TELAH 
DIPERIKSA

12

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PELAKSANAAN PRAKONDISI PBPHH KEPADA KEPALA 
SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENGELOLAAN 
HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN LINDUNG

◊
LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH  YANG TELAH 
DIPERIKSA

1 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH YANG TELAH 
DIPERIKSA

14
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN LAPORAN PELAKSANAAN PRAKONDISI 
PBPHH

□
LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH YANG TELAH 
DIPERIKSA

1 JAM
LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH YANG TELAH 
DIPERIKSA

□ 34 JAM

34 JAM

KEGIATAN

Total waktu

KETERANGANNo

MUTU BAKUPELAKSANA

TIDAK 

TIDAK 

TIDAK 

IYA 

IYA 

IYA 



No

KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
JF PEH/ 

PELAKSANA
KSBTU KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

□ 34 JAM

15
MENGARSIPKAN LAPORAN PELAKSANAAN PRAKONDISI 
PBPHH □

LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH YANG TELAH 
DIPERIKSA

1 JAM
ARSIP LAPORAN PELAKSANAAN 
PRAKONDISI PBPHH

35 JAM

KEGIATAN KETERANGAN

Total waktu

MUTU BAKUPELAKSANA



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 1
2 SOP PRAKONDISI DENGAN PBPHH 2
3 SOP PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN 3
4 4

PERATURAN TERKAIT
LAPORAN PRAKONDISI DENGAN PBPHH

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PEMANTAUAN SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.5/3/2023 

13 Maret 2023



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 
PEPHPHL/PPK

PPBJ KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN 
UNTUK MELAKSANAKAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN

DATA HASIL PRAKONDISI DENGAN 
PBPHH

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2

MENYUSUN HPS DAN KERANGKA ACUAN KERJA (KAK), 
SERTA MENYERAHKAN DAN MEMERINTAHKAN 
KEPADA PPBJ UNTUK MELAKSANAKAN PROSES 
PENUNJUKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

8 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI/PPK

3

MENYUSUN DAN MENYERAHKAN DOKUMEN 
PENUNJUKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN 
KEPALA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI/PEJABAT PEMBUAT 
KOMITMEN

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI/PPK

25 JAM DOKUMEN PENUNJUKAN

4
MEMERIKSA DAN MENYERAHKAN DOKUMEN 
PENUNJUKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN 
KEPADA PPBJ ◊ DOKUMEN PENUNJUKAN 4 JAM

DOKUMEN PENUNJUKAN YANG 
TELAH DIKOREKSI DAN 
DITANDATANGANI

5
MENGARSIPKAN DOKUMEN PENUNJUKAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK

DOKUMEN PENUNJUKAN YANG 
TELAH DIKOREKSI DAN 
DITANDATANGANI

1 JAM ARSIP DOKUMEN PENUNJUKAN

41 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA



1 UNDANG-UNDANG NO. 41 TAHUN 2019 TENTANG KEHUTANAN 1
2 UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PEMERINTAH 

PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA

2

3 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KEHUTANAN

3

4 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 15 TAHUN 
2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP 
DAN KEHUTANAN

4

5 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 16 TAHUN 
2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN HUTAN 
LESTARI 

6 KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 
SK.9895/MENLJK-PHL/BPPHH /HPL.3/12/2022 TENTANG STANDAR DAN 
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN

1 SOP PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI 1
2 SOP PRAKONDISI DENGAN PBPHH 2
3 SOP PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN 3
4 4

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP.4/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.5/3/2023 

13 Maret 2023

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PEMANTAUAN    Nama SOP

 DIDOKUMENTASIKAN DALAM BENTUK SOFTCOPY DAN HARDCOPY

MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT UMKM BIDANG KEHUTANAN
MEMAHAMI KRITERIA UMKM BIDANG KEHUTANAN

ATK/KOMPUTER/LAPTOP
DATA UMKM

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

PERATURAN TERKAIT
DOKUMEN PENUNJUKAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/PENILIKAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PELAKSANAAN 
PEMANTAUAN SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK BAGI UMKM AKAN 

TERHAMBAT

MEMAHAMI PERATURAN DAN STANDAR PELAKSANAAN SVLK

MAMPU BERKOMUNIKASI DENGAN BAIK

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
PELAKSANA/JF 

PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN 
HUTAN LINDUNG UNTUK MENYUSUN LAPORAN 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN

DATA HASIL PELAKSANAAN 
SERTIFIKASI/PENILIKAN SVLK

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/JF PEH UNTUK 
MENYUSUN LAPORAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN 
SERTIFIKASI/ PENILIKAN □ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 

BALAI
8 JAM

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

3

MENYUSUN DAN MENYERAHKAN LAPORAN 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN 
KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
SEKSI

25 JAM
LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN SVLK

4
MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN 
KEPADA KEPALA BALAI ◊

LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN SVLK

4 JAM

LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK YANG TELAH 
DIKOREKSI

5

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN 
PEMANTAUAN PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN 
KEPADA KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN 
LINDUNG

◊
LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK YANG TELAH 
DIKOREKSI

1 JAM

LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK YANG TELAH 
DIKOREKSI

6
MENYAMPAIKAN LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN KEPADA 
PELAKSANA/JF PEH UNTUK DIARSIPKAN □

LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK YANG TELAH 
DIKOREKSI

1 JAM

LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK YANG TELAH 
DIKOREKSI

KEGIATAN

PELAKSANA MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 

IYA 

TIDAK 



7
MENGARSIPKAN LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ PENILIKAN 

LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK YANG TELAH 
DIKOREKSI

1 JAM
ARSIP LAPORAN PEMANTAUAN 
PELAKSANAAN SERTIFIKASI/ 
PENILIKAN YAN SVLK 

41 JAMTotal waktu



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2 

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

3

1 SOP KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN DIREKTORAT 1 KOMPUTER
2 SOP PERENCANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU 2 DATA PBPHH
3 SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU 3 DOKUMEN RPBBI
4 SOP PENYUSUNAN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN LAPORAN KEGIATAN 4 DATA PUHH

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN PENYUSUNAN 
DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAND AKAN TERHAMBAT

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI RENCANA 

PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
MEMAHAMI PROSES PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL 
HUTAN

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.6/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PPPHPHL
PELAKSANA/PE

H
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI UNTUK MENYUSUN 
DATA DAN INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

DATA PEMEGANG PBPHH DAN 
DOKUMEN RPBBI

1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2 B

MEMERINTAHKAN PELAKSANA/PEH UNTUK 
MENYUSUN DATA DAN INFORMASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN 
HASIL HUTAN

NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

3 C

MENYUSUN DAN MENYAMPAIKAN HASIL 
PENYUSUNAN DATA DAN INFORMASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN 
HASIL HUTAN

□ NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

24 JAM

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

4 B

MEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN HASIL 
PENYUSUNAN DATA DAN INFROMASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN 
HASIL HUTAN KEPADA KEPALA BALAI

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

4 JAM

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

5 AMEMERIKSA DAN MENYAMPAIKAN HASIL
PEMERIKSAAN  PENYUSUNAN DATA DAN INFROMASI 
RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 

◊

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA DAN 
DIKOREKSI

4 JAM

HASIL PEMERIKSAAN SUSUNAN 
RENCANA PEMENUHAN BAHAN 
BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL 
HUTAN

6 B
MEMERINTAHKAN PELAKSANA/PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN DATA RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA DAN 
DIKOREKSI

0.5 JAM

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

7 C

MENGARSIPKAN DATA DAN INFORMASI 
MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK 
MENGARSIPKAN DATA RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

□

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA DAN 
DIKOREKSI

2.5 JAM

ARSIP LAPORAN PENYUSUNAN 
DATA DAN INFORMASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

□ 37 JAM

37 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

O

PELAKSANA

IYA 

TIDAK 

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2 

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

3

4

1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 1 KOMPUTER

2 SOP PERENCANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU 2 DATA PBPHH
3 SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU 3 DOKUMEN RPBBI
4 SOP PENYUSUNAN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN LAPORAN 

KEGIATAN
4 DATA PUHH

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

NIP. 19740504 199301 1 001

KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT

    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
MEMAHAMI PERATURAN TERKAIT PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN
MEMAHAMI PROSES PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN PENATAUSAHAAN HASIL 
HUTAN

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP2/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.6/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

MEMILIKI KEMAMPUAN DALAM BERKOMUNIKASI DAN BERKOORDINASI



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PPPHPHL
ARSIPARIS KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1 A
MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI UNTUK MELAKUKAN 
KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN, 
DIREKTORAT IPHH, DAN DIREKTORAT BPPHH 

P

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA DAN 
DIKOREKSI

1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2 B

MEMERINTAHKAN  ARSIPARIS UNTUK MENYIAPKAN 
SURAT TUGAS DALAM RANGKA KOORDINASI DENGAN 
DINAS KEHUTANAN, DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH 

P SURAT TUGAS 0.5 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

3 C
MENYIAPKAN SURAT TUGAS DALAM RANGKA 
KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN, 
DIREKTORAT IPHH, DAN DIREKTORAT BPPHH 

P SURAT TUGAS 3 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

4 B

MELAKSANAKAN KOORDINASI DENGAN DINAS 
KEHUTANAN, DIREKTORAT IPHH, DAN DIREKTORAT 
BPPHH , KEMUADIAN MEMBUAT DAN 
MENYAMPAIKAN LAPORAN KOORDINASI 

P

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

40 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

5 B
MENERIMA LAPORAN HASIL KOORDINASI DENGAN 
DINAS KEHUTANAN, DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH 

K

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

4 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

6 A
MEMERINTAHKAN UNTUK MENGARSIPKAN LAPORAN 
HASIL KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN, 
DIREKTORAT IPHH, DAN DIREKTORAT BPPHH 

P

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

0.5 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

7 B
MENGARSIPKAN LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN, DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH 

P

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

3 JAM

ARSIP LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

52 JAM

52 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN
(P) Proses  / (K) 

Keputusan 

Total waktu

KODE

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 

TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 1 KOMPUTER

2 SOP KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN DIREKTORAT 2 DATA PEMEGANG PBPHH
3 SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU
4 SOP PENYUSUNAN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN LAPORAN 

KEGIATAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PERENCANAAN REKONSILIASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU

    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP3/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.6/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :



KEPALA SEKSI PEPHPHL ARSIPARIS 0 KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN ARSIPARIS UNTUK MENYIAPKAN 
SURAT DINAS  TERKAIT PELAKSANAAN REKONSILIASI 
RENCANA PEMENIUHAN BAHAN BAKU KE DIREKTORAT 
BPPHH, DIREKTORAT IPHH, DAN DINAS KEHUTANAN

NOTTA DINAS/DISPOSISI 1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2

MENYIAPKAN SURAT DINAS  TERKAIT PELAKSANAAN 
REKONSILIASI RENCANA PEMENIUHAN BAHAN BAKU 
KE DIREKTORAT BPPHH, DIREKTORAT IPHH, DAN DINAS 
KEHUTANAN DAN KEMUDIAN MENYAMPAIKAN 
KEPADA KEPALA SEKSI

  SURAT DINAS 6 JAM SURAT DINAS

3

MEMERIKSA SURAT DINAS TERKAIT PELAKSANAAN 
REKONSILIASI RENCANA PEMENIUHAN BAHAN BAKU 
KE DIREKTORAT BPPHH, DIREKTORAT IPHH, DAN DINAS 
KEHUTANAN KEMUDIAN MEMERINTAHKAN ARSIPARIS 
UNTUK MENDISTRIBUSIKAN  SURAT DINAS TERSEBUT

  SURAT DINAS 2 JAM SYRAT DINAS

4 MENGARSIPKAN DAN MENDISTRIBUSIKAN  SURAT DINAS 2 JAM ARSIP SURAT DINAS

   11 JAM

11 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

1 KOMPUTER

2 SOP KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN DIREKTORAT 2 DATA PEMEGANG PBPHH
3 SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU 3

4 PENYUSUNAN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN LAPORAN KEGIATAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PELAKSANAAN REKONSILIASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU

    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
DAPAT MEMAHAMI DAN MENGUASAI ATURAN TERKAIT RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

DATA RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP4/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.6/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :



KEPALA BALAI
KEPALA SEKSI 

PEPHPHL
ANALIS 

DATA/PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN KEPALA SEKSI UNTUK 
MELAKSANAKAN REKONSILIASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DENGAN MELIBATKAN 
DIREKTORAT BPPH , DIREKTORAT IPHH, DINAS 
KEHUTANAN, KPH, DAN PEMEGANG PBPHH

LAPORAN PENYUSUNAN DATA DAN 
INFORMASI RENCANA PEMENUHAN 
BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA DAN 
DIKOREKSI

1 JAM
NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

2

MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK  
MELAKUKAN REKONSILIASI DOKUMEN RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DENGAN  DIREKTORAT 
BPPH , DIREKTORAT IPHH, DINAS KEHUTANAN, KPH, 
DAN PEMEGANG PBPHH

  SURAT TUGAS 0.5 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI KEPALA 
BALAI

3

MELAKUKAN REKONSILIASI DOKUMEN RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DENGAN  DIREKTORAT 
BPPHH , DIREKTORAT IPHH, DINAS KEHUTANAN, KPH, 
DAN PEMEGANG PBPHH SERTA MENYUSUN DAN 
MENYAMPAIKAN HASIL PELAKSANAAN REKONSILIASI 

  SURAT TUGAS 3 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

4

MEMERIKSA HASIL HASIL REKONSILIASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DENGAN  DIREKTORAT 
BPPHH , DIREKTORAT IPHH, DINAS KEHUTANAN, KPH, 
DAN PEMEGANG PBPHH, DAN MEMERINTAHKAN 
UNTUK DIARSIPKAN

 
LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

40 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

5

MENERIMA  HASIL REKONSILIASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DENGAN  DIREKTORAT 
BPPHH , DIREKTORAT IPHH, DINAS KEHUTANAN, KPH, 
DAN PEMEGANG PBPHH, DAN MEMERINTAHKAN 
UNTUK DIARSIPKAN

 
LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

4 JAM

LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

6

MENGARSIPKAN HASIL REKONEKONSILIASI RENCANA 
PEMENUHAN BAHAN BAKU DENGAN  DIREKTORAT 
BPPHH , DIREKTORAT IPHH, DINAS KEHUTANAN, KPH, 
DAN PEMEGANG PBPHH

□  
LAPORAN HASIL KOORDINASI 
DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN 
DIREKTORAT IPHH, DAN 
DIREKTORAT BPPHH

0.5 JAM DOKUMEN HASIL REKONSILIASI

   49 JAM

49 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU DAN 
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN

1 KOMPUTER

2 SOP KOORDINASI DENGAN DINAS KEHUTANAN DAN DIREKTORAT 2
3 SOP PERENCANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN NAHA

4 SOP PELAKSANAAN REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT PENGELOLAAN HUTAN LESTARI 

NIP. 19740504 199301 1 001

PENYUSUNAN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN 
LAPORAN KEGIATAN

    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP5/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.6/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

HASIL REKONSILIASI RENCANA PEMENUHAN BAHAN BAKU



KEPALA SEKSI PEPHPHL
ANALIS 

DATA/PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK 
MENYUSUN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN 
LAPORAN KEGIATAN

NOTA DINAS/DISPOSISI 1 JAM NOTA DINAS/DISPOSIS

2
MENYUSUN BERITA ACARA REKONSILIASI DAN 
LAPORAN KEGIATAN   HASIL REKONSILIASI 16 JAM

BERITA ACARA DAN LAPORAN 
KEGIATAN

3
MEMERIKSA BERITA ACARA REKONSILIASI DAN 
LAPORAN KEGIATAN ◊ BERITA ACARA REKONSLIASI DAN 

LAPORAN KEGIATAN
3 JAM

BERITA ACARA REKONSLIASI DAN 
LAPORAN KEGIATAN YANG YANG 
SUDAH DIPERIKSA

4
MENDISTRIBUSIKAN DAN MENGARSIPKAN BERITA 
ACARA REKONSILIASI DAN LAPORAN KEGIATAN  KE 
DIREKTORAT BPPHH DAN IPHH  

BERITA ACARA REKONSLIASI DAN 
LAPORAN KEGIATAN YANG YANG 
SUDAH DIPERIKSA

8 JAM
ARSIP BERITA ACARA REKONSLIASI 
DAN LAPORAN KEGIATAN YANG 
YANG SUDAH DIPERIKSA

  28 JAM

28 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

PELAKSANA

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 SOP PENYUSUNAN BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 
PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 1 KOMPUTER

2 SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
   

2 DATA PEMEGANG PBPHH
3 SOP PENYUSUNAN LAPORAN 3

4 SOP REKAPITULASI LAPORAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
DAPAT MEMAHAMI DAN MENGUASAI ATURAN TERKAIT RENCANA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEMENUHAN BAHAN BAKU

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.7/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :



KEPALA SEKSI PEPHPHL
ANALIS 

DATA/PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK 
MENYIAPKAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NOTA DINAS/DISPOSISI 1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI

2

MENYIAPKAN DATA DAN INFORMASI PBPHH SKALA 
BESAR, SKALA MENENGAH, DAN KECIL KEMUDIAN 
MENYIAPKAN  DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN DENGAN 
MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN DINAS 
KEHUTANAN DAN DIREKTORAT BPPHH 

  NOTA DINAS/DISPOSISI 16 JAM
DATA DAN INFROMASI PBPHH 
SKALA KECIL, MENENGAN, DAN 
BESAR

3
MEMERIKSA HASIL  DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN  

DAN DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL 
HUTAN

3 JAM
LAPORAN DATA DAN INFROMASI 
PBPHH SKALA KECIL, MENENGAN, 
DAN BESAR

4
MENGARSIPKAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN  

MENGARSIPKAN DATA DAN 
INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

1 JAM
ARSIP LAPORAN DATA DAN 
INFROMASI PBPHH SKALA KECIL, 
MENENGAN, DAN BESAR

  21

21 JAM

KETERANGANNo

MUTU BAKU

KEGIATAN

Total waktu

.

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 SOP PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN 1 KOMPUTER

2 SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
   

2 DATA PEMEGANG PBPHH
3 SOP PENYUSUNAN LAPORAN 3

4 SOP REKAPITULASI LAPORAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1
   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP1/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.7/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
PENYUSUNAN BAHAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 

PENGOLAHAN HUTAN
    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
DAPAT MEMAHAMI DAN MENGUASAI ATURAN TERKAIT PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEMENUHAN BAHAN BAKU



KEPALA SEKSI PEPHPHL
ANALIS 

DATA/PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1
MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK 
MENYUSUN BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

NOTA DINAS/DISPOSISI 1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI

2
MENYUSUN BAHAN  PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

DATA PEMEGANG PBPHH DAN 
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 
PEMENUHAN BAHAN BAKU

16 JAM
BAHAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

3
MEMERIKSA HASIL  PENYUSUNAN BAHAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN ◊

 BAHAN  PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

3 JAM

BAHAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA

4
MENGARSIPKAN  BAHAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HUTAN

BAHAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA

1 JAM

ARSIP BAHAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA

0 21

21 JAM

KEGIATAN

Total waktu

. MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 SOP PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN 1 KOMPUTER

2 SOP PENYUSUNAN BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 
   

2 DOKUMEN RPBBI
3

3 SOP REKAPITULASI LAPORAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1
   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP3.4/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.7/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001
PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN 

HASIL HUTAN DAN PENYUSUNAN LAPORAN
    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
DAPAT MEMAHAMI DAN MENGUASAI ATURAN TERKAIT PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEMENUHAN BAHAN BAKU



KEPALA SEKSI PEPHPHL
ANALISI 

DATA/PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK 
MELAKSANAKAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HASIL 
HUTAN DAN BERKOORDINASI DENGAN KPH DAN 
PEMEGANG PBPHH

NOTA DINAS/DISPOSISI 1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI

2

MELAKSANAKAN  KEGIATAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KEMUDIAN MENYUSUN 
LAPORAN KEGIATAN

SURAT TUGAS 80 JAM

DOKUMENTASI DAN LAPORAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HUTAN

SOP KE 3 DAN KE 4 
DIGABUNGKAN

3
MEMERIKSA LAPORAN KEGIATAN  PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN ◊

LAPORAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

3 JAM

LAPORAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA

SOP KE 3 DAN KE 4 
DIGABUNGKAN

4
MENGARSIPKAN LAPORAN  PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN

LAPORAN  PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA

2 JAM

ARSIPLAPORAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN 
YANG TELAH DIPERIKSA

0 86

86 JAM

KEGIATAN

Total waktu

. MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 



1 UNDANG UNDANG NOMOR 41 TAHUN 1999 TENTANG KEHUTANAN 1
2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021 TENTANG 

PENYELENGGARAAN KEHUTANAN
2

3 PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR 8 
TAHUN 2021 TENTANG TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA 
PENGELOLAAN HUTAN, SERTA PEMANFAATAN HUTAN DI HUTAN 
LINDUNG DAN HUTAN PRODUKSI

1 SOP PENYIAPAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

1 KOMPUTER

2 SOP PENYUSUNAN BAHAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA 
   

2 DATA PEMEGANG PBPHH
3 SOP PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN 

BERUSAHA PENGOLAHAN HASIL HUTAN
3

4 SOP PENYUSUNAN LAPORAN

APABILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA KEGIATAN SELANJUTNYA 
YANG TERKAIT AKAN TERHAMBAT

1
   PENCATATAN DAN PENDATAAN :   PERINGATAN :

  KETERKAITAN    PERALATAN/PERLENGKAPAN :

   KUALIFIKASI PELAKSANA :  DASAR HUKUM :

   Revisi yang ke -

20 Maret 2023

KEPALA BALAI

SOP5/PHL/BPHL.XII/LHK-04.UPT.F.7/3/2023

13 Maret 2023

   Nomor SOP

   Tanggal Pembuatan

   Tanggal Revisi

   Tanggal Efektif

   Disahkan oleh

-

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN LESTARI

NIP. 19740504 199301 1 001

REKAPITULASI LAPORAN    Nama SOP

DIARSIPKAN SEBAGAI DATABASE DALAM BENTUK HARDCOPY DAN SOFTCOPY

DAPAT MENGOPERASIKAN KOMPUTER
DAPAT MEMAHAMI DAN MENGUASAI ATURAN TERKAIT PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA PENGOLAHAN HUTAN

Elbakti, S.Hut.T., M.Sc.BALAI PENGELOLAAN HUTAN LESTARI WILAYAH XII

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PEMENUHAN BAHAN BAKU



KEPALA SEKSI PEPHPHL
ANALISI 

DATA/PEH
KELENGKAPAN WAKTU (SATUAN) KELUARAN

1

MEMERINTAHKAN ANALIS DATA/PEH UNTUK 
MEREKAPITULASI LAPORAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN

NOTA DINAS/DISPOSISI 1 JAM NOTA DINAS/DISPOSISI

2
MEREKAPITULASI LAPORAN  PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN 

LAPORAN PEMANTAUAN DAN 
EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PEMANFAATAN HASIL 
HUTAN

80 JAM

REKAPITULASI LAPORAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN 

3
MEMERIKSA REKAPITULASI LAPORAN PEMANTAUAN 
DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PEMANFAATAN HASIL HUTAN ◊

REKAPITULASI LAPORAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG 
SUDAH DIPERIKSA

3 JAM

REKAPITULASI LAPORAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG 
SUDAH DIPERIKSA

4
MENGARSIPKAN REKAPITULASI LAPORAN  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PERIZINAN 
BERUSAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN 

REKAPITULASI LAPORAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG 
SUDAH DIPERIKSA

2 JAM

ARSIP REKAPITULASI LAPORAN 
PEMANTAUAN DAN EVALUASI 
KINERJA PERIZINAN BERUSAHA 
PENGOLAHAN HASIL HUTAN YANG 
SUDAH DIPERIKSA

5

6

7

0 86

86 JAM

KEGIATAN

Total waktu

. MUTU BAKU

KETERANGANNo

TIDAK 

IYA 
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